
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2O2O

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektit
terencana, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat dan
mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2Ol8
tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaarr
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2O2O tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka
pengaturan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47441dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a010);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9$;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol9 tentang
Penilaian Kineda Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 77, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a0);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l9O7l;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
r252]';

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN TALENTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat eyB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK
adalah Gubernur yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan
Manajemen PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

9. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk
masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan organisasi.

11. Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam
mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan
nasional.

12. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggl dan jabatan
administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong
atau jabatan kritikal yang akan diisi oleh talenta.
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13. Manqjemen Talenta PNS adalah sistem manqjemen karier PNS
yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan
penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki
jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja
tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan
secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan
Pemerintah Daerah Provinsi.

14. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9
(sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan PNS
berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.

15. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui
pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.

16. Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok talenta
pada masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari
kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan
untuk menduduki jabatan target di lingkungan instansinya.

17. Suksesor adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti
Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan
disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut
lowongdan /atau sesuai kebutuhan.

18. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang
dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan kritikal,
analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi,
identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta, penetapan
kelompok renca.na suksesi, serta pencarian talenta melalui
mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai
melalui mekanisme penugasan khusus.

19. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier
dan kompetensi talenta melalui PNS corporate uniuersitg,
sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk pengembangan
kompetensi lainnya.

20. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan talenta
melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi
untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan kineda
talenta agar siap dalam penempatan jabatan.

2t. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta yang
tepat pada jabatan targetdi waktu yang tepat.

22. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam
yang memungkinkan talenta untuk mengembangkan dan
menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target
yang diperkirakan dapat diperankan melalui pusat penilaian,
uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain
sesuai ketentuan.

23. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan,dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS
agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.

24. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS
dalam melaksanakan tugas jabatan.
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25. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

26. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

27. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan
budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil ke4'a sesuai
dengan peran, fungsi dan Jabatan.

28. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi
teknis, manajerial,dansosial kultural PNS dalam
melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.

29. Kineda adalah hasil keg'a yang dicapai oleh setiap PNS pada
organisasi/unit.

30. Penilaian Kineq'a adalah penilaian terhadap kinerja yang
merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan
nilai Perilaku Ke{a sesuai peraturan perundang-
perundangan.

31. Pemeringkatan Kine{a adalah perbanding€rn antara kinerja
PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau
instansi.

32. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan
sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam
membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan
kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja.

33. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi
dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang
dihadapi PNS dalam mencapai target kineq'a.

34. Rotasi Jabatan adalah pemindahan talenta secara sistematik
dari satu jabatan ke jabatan lain.

35. Perluasan Jabatanadalah peningkatan kineda talenta melalui
penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang
sarna.

36. Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi talenta
melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta
pengakuan dan penghargaan dalam jabatan.

37. Jabar Corporate Uniuersitg adalah entitas kegiatan
pengembangan kompetensi PNS yang berperan sebagai sarana
strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui
proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan
melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari
dalam/ luar instansi pemerintah.
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38. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensiyang
bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui
jalur percepatan peningkata.n jabatan.

39. Sistem Informasi Manajemen PNS Jawa Barat Juara yang
selanjutnya disebut SIM JAWARA adalah rangkaian informasi
dan data mengenai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi.

BAB II

PEI{YELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 2

(1) Pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dilaksanakan melalui penyelenggaraan Manajemen
Talenta PNS.

{21 Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksud pad ayat (1},
meliputi:

a. Akuisisi Talenta;

b. Pengembangan Talenta;

c. Retensi Talenta;

d. Penempatan Talenta; dan

e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
ISI DAN URAIAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 3

(1) Isi dan uraian Manajemen Talenta PNS sefagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. BabI :Pendahuluan,

b. Bab II : Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS,

c. Bab III : Penutup.

(21 Isi dan uraian Manajemen Talenta PNS sebagaimama
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Talenta PNS di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAE} V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2Ol8 tentang Manajemen
Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2018 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Scptenber 2020

GUBERNUR JAWA BARAT, 3

RIDWAN KAMIL\.E
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Soptenber 2020

.,,ro*o BARAT,p,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
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BERITA DAERAH DAERAH PRoVINSI JAwA BARAT TAHUN 2o2o NoMoR 59
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